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Abstract 

Konsekuensi dari Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi 

Indonesia adalah adanya peningkatan intensitas kegiatan ekonomi dan intensitas serta 

perluasan pemanfaatan ruang.  Basis data dan informasi sebagai penentu dari pembagian 

koridor ekonomi dan kegiatan dalam masing-masing koridor adalah potensi dan peran 

strategis masing-masing pulau besar. Konsep MP3EI dapat diyakini akan berdampak 

pada makin tinggi dan cepatnya pertumbuhan ekonomi.  Di lain pihak, peningkatan dan 

perluasan kegiatan ekonomi tersebut dikawatirkan akan berdampak negatif menurunkan 

kondisi daya dukung sumberdaya air.  

Kawasan Jabodetabek yang merupakan salah satu kegiatan utama MP3EI saat ini telah 

mengalami permasalahan berkaitan dengan sumber daya air antara lain banjir, 

pemanfaatan air tanah berlebihan, keterbatasan air di musim kemarau, penurunan muka 

air tanah dan permukaan tanah, bahkan amblesan tanah. Penelitian ini dimaksudkan 

untuk menunjukkan ketidak-tepatan pengembangan ekonomi yang tidak dilandasi oleh 

pendekatan system hidrologi daerah aliran sungai dengan mengambil studi kasus 

kawasan Jabodetabekjur dan sekitarnya.   

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis spasial terhadap 

perubahan guna lahan pada masing-masing DAS yang ada di Jabodetabek dari tahun 

2000 hingga 2010 dan kaitannya dengan kondisi daya dukung sumberdaya air maupun 

fenomena permasalahan lingkungan yang ditimbulkan. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa hanya 3 (tiga) dari 8 (delapan) DAS yang ada di Jabodetabek yang relative masih 

dalam kondisi baik yaitu DAS Ciliwung, DAS Bekasi dan DAS Cisadane meskipun 

kualitas airnya tercemar. Selain itu, permasalahan lingkungan seperti banjir dan longsor 

juga menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan.  

Dengan didasarkan pada hasil penelitian tersebut, penelitian ini mencoba merumuskan 

suatu gagasan tentang perlunya sinergitas antara pengembangan kegiatan ekonomi 

menuju tercapainya MP3EI dan upaya pengelolaan DAS menuju keberlangsungan 

peningkatan daya dukung lingkungan DAS.  
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1. PENDAHULUAN 

Pelaksanaan MP3EI dilakukan untuk mempercepat dan memperluas pembangunan 

ekonomi melalui pengembangan 8 (delapan) program utama yang terdiri dari 22 (dua 

puluh dua) kegiatan ekonomi utama. Strategi pelaksanaan MP3EI dilakukan dengan 

mengintegrasikan 3 (tiga) elemen utama yaitu: (1) mengembangkan potensi ekonomi 

wilayah di 6 (enam) Koridor Ekonomi Indonesia, yaitu: Koridor Ekonomi Sumatera, 

Koridor Ekonomi Jawa, Koridor Ekonomi Kalimantan, Koridor Ekonomi Sulawesi, 

Koridor Ekonomi Bali–Nusa Tenggara, dan Koridor Ekonomi Papua–Kepulauan Maluku; 

(2) memperkuat konektivitas nasional yang terintegrasi secara lokal dan terhubung secara 

global (locally integrated, globallyconnected); (3) memperkuat kemampuan SDM dan 

IPTEK nasional untuk mendukung pengembangan program utama di setiap koridor 

ekonomi. 

 

Penetapan koridor ekonomi dalam MP3EI didasarkan pada data dan informasi tentang 

potensi sumberdaya alam, trend dan kinerja produksi yang sudah berlangsung serta peran 

strategis masing-masing pulau besar terhadap perekonomian Indonesia. Percepatan dan 

perluasan masing-masing koridor juga dilakukan secara serentak dengan kecepatan yang 

hampir sama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi riil rata-rata sekitar 7-9 persen per 

tahun secara berkelanjutan. 

 

Penelitian ini melihat MP3EI dari sisi yang lain yaitu daya dukung lingkungan atau 

kemampuan lingkungan untuk mendukung kegiatan yang intensitasnya didorong makin 

luas dan makin intensif. Konsekuensi logis dari makin tingginya intensitas kegiatan 

ekonomi adalah makin tingginya intensitas pengolahan sumberdaya termasuk makin 

tingginya pemanfaatan ruang. Tiga elemen utama MP3EI hanya mencakup 3 (tiga) factor 

utama pengembangan ekonomi dan belum melihat sisi lingkungan sebagai pembatas 

pertumbuhan. 

 

Dengan dilatar belakangi hal tersebut, penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan 

gambaran pentingnya pertimbangan daya dukung lingkungan dalam melaksanakan 

program MP3EI, yaitu dengan mengambil studi kasus Jabodetabekjur. Pendekatan 

keruangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah batasan wilayah daerah aliran 

sungai (DAS), dengan pemikiran bahwa DAS merupakan suatu system lingkungan alam 

untuk sumberdaya air. Berbagai permasalahan lingkungan terkait dengan sumberdaya air 

di DAS yang ada di Jabodetabek diharapkan tidak terjadi di wilayah lain atau / dan dapat 

terlebih dahulu dilakukan upaya mitigasinya.  

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan satu kesatuan ekosistem yang unsur-unsur 

utamanya terdiri atas sumberdaya alam tanah, air dan vegetasi serta sumberdaya manusia 

sebagai pelaku pemanfaat sumberdaya alam tersebut.  Secara geohidrologis, Daerah Aliran 

Sungai (DAS) merupakan daerah yang di batasi punggung-punggung gunung dimana air 

hujan yang jatuh pada daerah tersebut akan ditampung oleh punggung gunung tersebut dan 

akan dialirkan melalui sungai-sungai kecil ke sungai utama (Asdak, 1995) dan pada 

akhirnya ke laut. 

 

Sebagai suatu system, perubahan – perubahan yang terjadi pada unsur-unsurnya akan 

mempengaruhi kinerja system secara menyeluruh. Unsur yang paling utama akan 



mempengaruhi system DAS adalah sumberdaya manusia sebagai pelaku pemanfaat 

sumberdaya alam.  

 

Perubahan sumberdaya manusia dapat terjadi baik secara kualitas maupun kunatitas. 

Perubahan sumberdaya manusia secara kualitas akan mempengaruhi cara pandang, 

perilaku dan pola pemanfaatan sumberdaya alam. Perubahan tersebut akan mengubah jenis 

dan besaran dampak yang ditimbulkan yang akan menjadi beban bagi alam, misalnya 

terkait dengan besar kecilnya pola konsumsi lahan dan air, besar kecilnya limbah padat 

dan cair yang dihasilkan oleh kegiatan manusia, dan lain sebagainya. Perubahan secara 

kualitas biasanya terkait erat dengan tingkat social ekonomi suatu masyarakat.  

 

Sementara perubahan secara kuantitas juga akan mempengaruhi besarnya beban terhadap 

lingkungan. Makin banyak jumlah manusia maka makin besar lahan dan air yang 

dibutuhkan serta makin besar pula limbah yang dihasilkan.  Di beberapa DAS di Indonesia 

telah dilaporkan memikul beban amat berat sehubungan dengan tingkat kepadatan 

penduduknya yang sangat tinggi dan pemanfaatan sumberdaya alamnya yang intensif. 

Beberapa indikator terjadinya kerusakan DAS antara lain semakin meningkatnya kejadian 

tanah longsor, erosi dan sedimentasi, banjir, dan kekeringan (Caesari, 2006).  

 

Berdasarkan data dari Status Lingkungan Hidup Indonesia, DAS dalam kategori kritis 

mengalami peningkatan 3 (tiga) kali lipat dari tahun 1984 hingga tahun 2005.  Di tahun 

1984, jumlah DAS kritis hanya 22 DAS sebagian besar ada di Pulau Sumatera dan Pulau 

Jawa, di tahun 1992 meningkat menjadi 39 DAS kritis dan di tahun 2005 menjadi 62 DAS 

kritis. Sebaran DAS kritis di tahun 2005 berada di hampir semua pulau besar di Indonesia 

seperti terlihat pada gambar berikut ini: 

  

 

Gambar 1. Sebaran DAS Kritis di Indonesia tahun 1984, 1992, dan 2005 

(Sumber: SLHI, 2012) 

 

Pengelolaan DAS adalah upaya manusia untuk mengendalikan hubungan timbal balik 

antara sumberdaya alam dengan manusia dan segala aktivitasnya, dengan tujuan membina 

kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatkan kemanfaatan sumberdaya alam 

bagi kesejahteraan manusia. Dengan kata lain, kerusakan DAS yang terjadi selama ini 

1984 1992 

2005 



adalah disebabkan karena tidak terjadinya hubungan mutualisme antara alam dengan 

manusia yang melakukan kegiatannya. Manusia memanfaatkan sumberdaya alam lebih 

besar dan banyak dari kemampuan sumberdaya alam memberikan jasa ekosistem secara 

berkelanjutan untuk kepentingan manusia. Sementara pada kondisi DAS yang sudah kritis, 

manfaat ekonomi dan jasa lingkungan untuk mendukung keberhasilan pembangunan tidak 

akan dapat diperoleh secara optimal.  

 

3. METODOLOGI 

Pendekatan kewilayahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan wilayah 

daerah aliran sungai sebagai suatu system lingkungan yang mempengaruhi daya dukung 

sumberdaya air di suatu wilayah. Sementara metode analisis yang digunakan adalah 

metode analisis spasial untuk mengidentifikasi kecenderungan perubahan guna lahan dan 

kecenderungan masalah lingkungan berkaitan dengan perubahan guna lahan dan dampak 

yang ditimbulkannya. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sebagian besar Wilayah Jabodetabek mencakup 8 (delapan) DAS (Daerah Aliran Sungai), 

yaitu DAS Cisadane, DAS Kali Angke, DAS Kali Pesanggrahan, DAS Kali Krukut, Das 

Ciliwung, Das Kali Sunter, DAS Kali Cakung dan DAS Kali Bekasi.   

Tabel 1 

Luas Wilayah Jabodetabek Berdasarkan Batas DAS 

NO NAMA DAS  LUAS (HA)  

1 DAS CISADANE          151.576,65  

2 DAS K. ANGKE            30.361,78  

3 DAS K. PESANGGRAHAN            18.370,60  

4 DAS K. KRUKUT            22.392,66  

5 DAS CILIWUNG            38.610,25  

6 DAS K. SUNTER            18.405,26  

7 DAS K. CAKUNG            17.800,67  

8 DAS K. BEKASI            53.174,45  

  TOTAL          350.692,31  

Sumber : Hasil Analisis GIS, 2013 

 

Gambar 1 menunjukkan bahwa wilayah DKI Jakarta berada pada 5 (lima) DAS, yaitu 

DAS Kali Angke, DAS Kali Pesanggrahan, DAS Kali Krukut, DAS Kali Ciliwung, DAS 

Kali Sunter dan DAS Kali Cakung.  Kota Tangerang dan Tangerang Selatan serta sebagian 

besar Kabupaten Bogor termasuk dalam DAS Cisadane. Sedangkan, sebagian besar 

wilayah Bekasi dan sebagian kabupaten Bekasi  berlokasi di DAS Kali Bekasi. Sementara 

itu, sebagian dari wilayah Jabodetabek tidak termasuk dalam 8 (delapan) DAS tersebut 

yaitu Kabupaten Tangerang masuk dalam wilayah DAS Cidanau, Ciujung, Cidurian, dan 

sebagian besar Kabupaten Bekasi masuk ke wilayah DAS Citarum.  

 



 

Gambar 2.  
Peta Jabodetabek Berdasarkan Batas DAS  

(Sumber : Hasil Pemetaan, 2012) 

Berdasarkan hasil interpretasi peta tahun 2010, penggunaan lahan di wilayah Jabodetabek 

yang didasarkan pada batas wilayah DAS menunjukkan bahwa hanya 3 (tiga) DAS yang 

masih memiliki luasan lahan hijau dan lahan tidak terbangun lebih besar dari 30%, seperti 

yang diamanatkan dalam Undang-undang No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.  

DAS yang masih memiliki lahan hijau di atas 30% yaitu DAS Ciliwung 43,56%; DAS 

Cisadane 74,43% dan DAS Bekasi 57,53% (Tabel 2).  

 

Tabel 2. Penggunaan Lahan wilayah Jabodetabek Berdasarkan Batas DAS Tahun 2010 

NO TUTUPAN LAHAN 
DAS 

CILIWUNG 
DAS 

CISADANE 
DAS 

K.ANGKE 
DAS K. 
BEKASI 

DAS 
K.CAKUNG 

DAS 
K.KRUKUT 

DAS KALI 
PESANGGRAHAN 

DAS 
K.SUNTER 

TOTAL 

I DAERAH TERBANGUN 

a Perumahan Developer/ Formal 4.181 4.876 6.307 6.676 2.992 4.570 4.248 3.031 36.881 

b Permukiman Padat 5.697 3.169 7.086 2.034 4.762 7.489 3.759 4.664 38.662 

c Permukiman Renggang 7.469 25.562 6.790 10.150 2.359 1.245 4.994 2.720 61.288 

d Industri dan Pergudangan 1.073 2.641 1.426 2.995 2.553 628 381 1.457 13.154 

e Komersil dan Jasa 1.751 711 750 359 504 2.995 626 943 8.638 

f Pendidikan dan Fasilitas Publik 991 698 441 241 435 1.070 321 914 5.111 

g Fasilitas Pemerintah 403 199 97 79 160 550 117 621 2.226 

h Fasilitas Transportasi 43 702 117 5 27 46 5 120 1.065 

  TOTAL DAERAH TERBANGUN 21.608 38.558 23.014 22.539 13.791 18.594 14.451 14.470 167.025 

II RUANG TERBUKA HIJAU 

1 PERTANIAN & TEGALAN 9.918 76.903 6.158 22.519 2.993 1.900 3.327 2.014 125.732 

2 DAERAH TIDAK TERBANGUN 

a Taman dan Pemakaman 604 187 232 11 467 1.012 360 886 3.759 

b Rawa, Sungai, dan Kolam 531 4.434 601 740 512 343 196 154 7.510 

c Semak dan Hutan 5.306 30.175 89 6.732 0 50 80 24 42.456 

d Hutan Bakau   2 2           4 

e Tanah Berbatu                 0 

f Fasilitas Rekreasi 321 540 302 530 20 454 25 786 2.978 

g Tidak Ada Data 0     1     12   13 

 III 
TOTAL DAERAH TIDAK 
TERBANGUN 

6.762 35.338 1.225 8.014 999 1.859 673 1.849 56.720 

TOTAL RUANG TERBUKA HIJAU =  
(PERTANIAN + DRH TDK 
TERBANGUN) 

16.680 112.240 7.383 30.534 3.992 3.759 4.001 3.863 182.452 

 TOTAL LUAS DAS = DAERAH 
TERBANGUN + RUANG TERBUKA 

38.288 150.798 30.397 53.072 17.783 22.353 18.452 18.334 349.477 

 % DAERAH TERBANGUN 56,44 25,57 75,71 42,47 77,55 83,18 78,32 78,93 47,79 

 % PERTANIAN & TEGALAN 25,90 51,00 20,26 42,43 16,83 8,50 18,03 10,99 35,98 

 % DAERAH TIDAK TERBANGUN 17,66 23,43 4,03 15,10 5,62 8,32 3,65 10,09 16,23 

 % RUANG TERBUKA (PERTANIAN + 
DRH TDK TERBANGUN) 

43,56 74,43 24,29 57,53 22,45 16,82 21,68 21,07 52,21 

Sumber : Hasil perhitungan GIS, peta Bakosurtanal, 2013 



Dari luasan lahan hijau dan tidak terbangun, sebagian besar merupakan lahan pertanian 

dan kondisi ini terjadi di semua DAS. Di sisi lain, sebagian besar status hutan di Kawasan 

Jabodetabek berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan merupakan APL (Area 

Penggunaan Lain).  Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan lahan pertanian yang saat ini 

ada di Jabodetabek serta melihat potensi perkembangan lahan terbangun untuk kegiatan 

ekonomi sangat tinggi, dikawatirkan akan makin berkurang dan pada akhirnya 

Jabodetabek akan semakin terbatas ruang terbuka hijaunya. 

 

Perkembangan perubahan lahan terbangun di 3 (tiga) DAS yaitu Ciliwung, Cisadane dan 

Bekasi dapat diidentifikasi dengan membandingkan antara kondisi tutupan lahan tahun 

2000 dan 2010. Di DAS Ciliwung, penambahan luas daerah terbangun selama 10 tahun 

sekitar 1260.69 Ha atau sebesar 126 ha per tahun. Di DAS Cisadane, penambahan luas 

daerah terbangun dalam kurun waktu 10 tahun adalah sekitar 2617.59 Ha atau sebesar 262 

ha per tahun. Sementara di DAS Kali Bekasi,  penambahan luas daerah terbangun sekitar 

2635.28 Ha atau sebesar 264 ha per tahun. Penambahan luas daerah terbangun tersebut 

sebagian besar berasal dari alih fungsi lahan pertanian dan tegalan.  

Dengan kondisi kecenderungan perubahan selama 10 tahun tersebut, berbagai 

permasalahan yang terkait dengan dengan tata air telah terjadi di wilayah Jabodetabek. 

Permasalahan tersebut antara lain yaitu bencana longsor dan bencana banjir. Bencana 

banjir yang terjadi di wilayah hilir Jabodetabek memang sebenarnya dapat dipengaruhi 

oleh 2 (dua) hal yaitu: 

• Masalah drainase internal yaitu yang disebabkan oleh berkurangnya kapasitas drainase 

terhadap hujan setempat. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya fungsi saluran drainase 

 karena sampah, pendangkalan dan bahkan ada yang tertutup akibat kurangnya 

pemeliharaan. 

• Eksternal drainase : puncak banjir dari luar daerah banjir yang melimpah dari sungai 

akan mengakibatkan genangan di daerah banjir. Hal ini berkaitan dengan puncak 

banjir yang berasal dari DAS di bagian hulu dan melimpah di wilayah hilirnya. Salah 

satu yang utama diakibatkan karena adanya alih fungsi daerah resapannya di bagian 

hulunya.  

 

Dengan adanya peningkatan lahan terbangun terjadi pula peningkatan luasan banjir di 

wilayah Jabodetabek. Ilustrasi bencana banjir tahun 2000 – 2008 dapat dilihat pada 

gambar 3. Sementara pemetaan potensi bencana longsor di Jabodetabek menunjukkan 

bahwa di bagian hulu memiliki kerawan longsor yang cukup besar, seperti terlihat pada 

gambar 4. 

 



 

Gambar 3 Lokasi Genangan Banjir Jabodetabekpunjur 2000 - 2008 

(Sumber: Rustiadi, 2011) 

 

 Gambar 4. Lokasi Potensi Bencana Longsor Jabodetabekpunjur  

(Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum, 2011) 

 



Didasarkan pada kondisi tersebut maka pengendalian perubahan lahan tidak terbangun 

harus menjadi prioritas utama penanganan permasalahan lingkungan tata air di 

Jabodetabek. Sementara dalam MP3EI, kawasan Jabodetabek diarahkan untuk makin 

berkembang dengan arahan pengembangan beberapa kegiatan antara lain yaitu di wilayah 

Banten untuk pengembangan industri makanan minuman dan peralatan transportasi, di 

Bogor untuk pengembangan industri peralatan transportasi dan di Bekasi dan sekitarnya 

(termasuk Karawang dan Purwakarta) untuk pengembangan peralatan transporatasi dan 

makanan minuman serta DKI Jakarta sebagai pusat jasa skala nasional. 

Kegiatan pengembangan ekonomi yang akan dikembangkan di Jabodetabek pada dasarnya 

membutuhkan sumberdaya alam yang besar. Sebagai contoh, industri makanan dan 

minuman yang akan dikembangkan merupakan industri yang memerlukan air sebagai raw 

material produksi maupun sarana proses produksi. Kegiatan ekonomi ini sebenarnya 

kurang sesuai untuk dikembangkan di Jabodetabek yang notabene memiliki keterbatasan 

sumberdaya air. Apalagi industri ini merupakan industri yang menyerap tenaga kerja 

cukup besar. Artinya, MP3EI justru makin mendorong arus urbanisasi yang pada akhirnya 

penambahan penduduk juga memerlukan air untuk kehidupannya.  

Kegiatan ekonomi peralatan transportasi juga kurang tepat untuk dikembangkan di 

wilayah ini yang sudah memiliki lahan relatif terbatas. Sebagai ilustrasi dapat digunakan 

data Kabupaten Karawang yang memiliki banyak industri transportasi. Data 2011, 

menunjukkan bahwa kebutuhan rata-rata indusri adalah 10 ha / perusahaan. Artinya, 

industri peralatan transportasi merupakan industri yang boros lahan. 

Didasarkan pada hal tersebut dan dalam rangka tetap mendukung terwujudnya MP3EI di 

kawasan Jabodetabek dan sekitarnya, maka direkomendasikan untuk: 

1. tidak melakukan perluasan kawasan industri 

2. prioritas pengembangan adalah untuk kegiatan jasa perdagangan 

3. upaya yang dilakukan adalah optimasi kegiatan industri yang ada dengan 

pengembangan infrastruktur dan fasilitas pendukung lainnya yang memperlancar 

arus barang sehingga dapat meminimalkan biaya produksi  

4. Pengembangan infrastruktur transportasi dilakukan sytem pengangkutan masal dan 

bersifat langsung, sehingga dapat mengendalikan perubahan lahan di sekitar jalur. 

Misalnya, dilakukan dengan sistem transportasi kereta api dari pusat/kawasan 

industri ke pelabuhan atau jalan tol dengan pintu masuk/keluar terbatas. 

5. PENUTUP 

Daya tarik kawasan Jabodetabek bagi pengembangan ekonomi sulit untuk dihindari. 

Meskipun demikian, mengingat berbagai masalah lingkungan terutama keterbatasan lahan 

dan air, bencana banjir dan bencana longsor yang semakin kompleks di kawasan ini, maka 

diperlukan suatu upaya pengendalian perubahan ruang dari tidak terbangun menjadi 

terbangun. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengembangan ekonomi yang bukan 

bersifat perluasan melainkan peningkatan nilai manfaat ekonomi lahan dan air melalui 

optimasi kegiatan ekonomi yang ada. 
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